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PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
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Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6412);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana
produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,
pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman
perkebunan.

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan
barang dan/atau jasa Perkebunan.

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau

tanaman  tahunan yang jenis dan  tujuan
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pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara untuk wusaha pertanian,
perikanan, atau peternakan.

Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG
adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan,
hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang
berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang
mempunyai nilai nyata maupun potensial.

Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang
digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman.

Varietas Tanaman Perkebunan yang selanjutnya
disebut Varietas Perkebunan adalah sekelompok
tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai
oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun,
bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau
kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis
atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu
sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak
mengalami perubahan.

Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan
dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta
menjadi milik masyarakat.

Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut
Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk
mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas
tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis
dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
Introduksi adalah pemasukan benih atau materi induk
dari luar negeri untuk pertama kali dan belum pernah
ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat
PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya
dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan

genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi
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Benih Penjenis yang selanjutnya disingkat BS adalah
benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil
perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi
standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih
penjenis.

Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah
keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar
mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih
dasar.

Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah
keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi
standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas
benih pokok.

Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah
keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi
standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas
benih sebar.

Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang
digunakan untuk perbanyakan benih bermutu.
Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk
menghasilkan benih bermutu.

Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada
masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik
untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat
terhadap kelompok benih melalui serangkaian
pemeriksaan dan/atau pengujian serta memenuhi
standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang
mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara
jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau
perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha

Perkebunan.
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Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan
skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang
berbadan hukum, didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,
yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala
tertentu.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya
disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang
diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh
Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh
Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang
dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan
pemuliaan.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya
disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan
negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT
untuk menggunakan sendiri varietas hasil
pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada
orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu.

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang
selanjutnya disebut Kantor PVT adalah unsur
pendukung pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta
pelayanan  perizinan dan rekomendasi teknis
pertanian.

Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat
kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan

varietas tanaman yang dimohonkan Hak PVT sesuai



